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ABSTRAK  
 
 STEPHANIE NATASSA HUSWAN (B 111 13 126) “ Penetapan Rasio Nisbah 
Bagi Hasil Pada Bank BTN cabang Makassar Dikaitkan dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional” dibawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I, dan Fauziah 
sebagai Pembimbing II 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bank BTN cabang 
Makassar menentukan Rasio Nisbah Bagi hasilnya dan apakah Rasio Nisbah Bagi 
Hasil pada Bank BTN Cabang Makassar sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang prinsip Distribusi Hasil 
Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. 
 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, di mana menggunakan jenis penelitian 
Empiris atau lapangan , primer dan sekunder dengan wawancara langsung.  
 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pembiayaan dari prinsip nisbah bagi 
hasil yang terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank BTN 
Syariah cabang Makassar menimbulkan dampak yaitu nasabah mengalami 
kerugian, dengan kata lain keuntungan yang diperoleh nasabah menjadi berkurang, 
yang disebabkan oleh pembagian bagi hasil dari harga jual per unit. Apabila 
pembagian bagi hasil dari harga jual per unit, terdapat modal nasabah yang 
seharusnya dikeluarkan terlebih dahulu sehingga diperoleh keuntungan atau 
pendapatan. Praktik mudharabah dan musyarakah yang diterapkan oleh Bank BTN 
Syariah cabang Makassar belum sesuai dengan  Fatwa Dewan Syariah Nasional, 
yang seharusnya berpedoman pada prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syariah Fatwa No.15/DSN-MUI/ IX/2000. Bank BTN Syariah cabang 
Makassar dan nasabah dapat memilih hasil usaha diataranya para pihak (mitra) 
dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh di dasarkan: pada prinsip bagi untung 
(profit sharing) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 
modal (ra’su al-mal) dan biaya-biaya, dan pada prinsip bagi hasil (net revenue 
sharing) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendepatan setelah di kurangi modal 
(ra’su al-mal). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia 
perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, 
sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang 
menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun Bank Swasta Nasional. 
Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai 
dengan Nationale Handels Bank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 
diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank 
Bumi Daya) selanjutnya pada tahun 1960 secara berturut-turut Escompto 
bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handels 
Maatschappij (NHM) menjadi Bank koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) 
dan kemudian menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).1 
Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan keberadaan 
bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. KH. Mas Mansur, 
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1937-1944 telah 
menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional 
sebagai bentuk keterpaksaan karena umat Islam belum mempunyai bank 
sendiri yang bebas riba. Setelah itu, sebenarnya ide untuk mendirikan 
perbankan syariah sudah ada pertengahan tahun 1970-an. Kemudian 
dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tahun 
                                                     
1 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, 2015, Jakarta: Rajawali  
Pers, hlm.7 
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1947 dan seminar internasional yang di selenggarakan oleh Lembaga 
Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama yayasan Bineka Tunggal 
Ika tahun1976, ide mendirikan bank syariah kembali muncul. Namun ide 
mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah pada saat itu tidak dapat 
terwujud karena kondisi yang belum memungkinkan. 
Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) tahun 
1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, peluang untuk 
mewujudkan ide pendirian bank syariah semakin terbuka. Melalui 
rekomendasi dari hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank di 
Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklantuji melalui 
Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di 
Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, maka dibentuklah kelompok kerja 
untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. 
Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah 
Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan perintis 
pertumbuhan perbankan syariah yang ke depan akan memiliki peranan 
penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu 
cukup beralasan kalau rekomendasi ulama untuk pendirian BMI mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi dari berbagai pihak. 
Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun 
kebijakan. Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan izin prinsip Suat Menteri 
Keuangan RI No. 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin 
Usaha Keputusan Menteri Keuangan RI No.430/KMK:013/1992 pada 
 3 
tanggal 24 April 1992, maka pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat 
Indonesia mulai beroperasi, setelah sebelumnya terjadi penandatanganan 
Akte Pendirian tertanggal 1 November 1991, dari izin Menteri Kehakiman 
No.C.2.2431.HT.01.01.2 
Bank Syariah atau Bank Islam adalah suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan 
sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut 
maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta 
larangan investasi untuk usaha-usaha yang di kategorikan haram, dimana 
hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. 
Pada Bank Syariah terdapat produk-produk pengumpulan dan 
penyaluran  dana oleh bank syariah di antaranya yaitu prinsip bagi hasil 
(syirkah) untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan 
dengan pola musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing 
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan 
kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra 
bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu 
dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. 
Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non 
kas, pola mudharabah yaitu kerjasama dengan mana shabibul mal 
memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian, dan 
                                                     
2 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 2008,  
Yogyakarta: UII Press, hlm.22-24 
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mudharabah muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan 
mudharabah akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada adanya 
pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik 
modal. perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi 
hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Mekanisme 
penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam: 
a. Profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha 
dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias 
keuntungan bersih. Atau 
b. Revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha 
sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotornya.3 
  Pada Perbankan Syariah, bagi hasil juga di kenal dengan istilah 
nisbah bagi hasil yaitu rasio atau perbandingan pembagian keuntungan 
(bagi hasil) antara shahib al-mal dan mudharib, yang ditentukan 
berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Penetapan nisbah bagi hasil 
sendiri telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-
MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga 
Keuangan Syariah, menetapkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh 
menggunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing) maupun bagi Untung 
(Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau 
nasabahnya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, 
pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Revenue 
                                                     
3 https://www.cermati.com/artikel/mengenal-istilah-bagi-hasil-nisbah-perbankan-syariah 
diakses pada 10 Januari 2017, pukul 13.00 wita 
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Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 
  Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah 
yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah Dewan 
Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas menumbuhkembangkan 
penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada 
umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-
jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa 
keuangan syariah, mengawasi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan4 
  Dari penjelasan di atas muncul peratanyaan bagaimana bank 
syariah menentukan nisbah bagi hasilnya serta apakah bank syariah 
dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah telah sesuai dengan 
fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. Kedudukan fatwa dewan syariah nasional masih diragukan 
sebagian kalangan, mereka menganggap bahwa fatwa MUI tidak memiliki 
kedudukan yang sama dengan hukum positif atau Undang-Undang yang 
berlaku saat ini.  Pada praktek nyatanya berbeda dimana terdapat bank 
syariah yang melaksanakan pembagian hasil usaha di antara para pihak, 
tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia, karena bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syariah 
berdasarkan harga jual perunit. 
                                                     
4 Muhamad, Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press,  
hlm.213-214 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian 
ini yaitu: 
1. Bagaimana BTN  Syariah Cabang Makassar menentukan rasio 
nisbah bagi hasil ? 
2. Apakah rasio Nisbah Bagi Hasil pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 
Lembaga Keuangan Syari’ah ? 
 
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan 
1. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana Bank BTN Syariah cabang 
Makassar menentukan Rasio Nisbah Bagi Hasil. 
b. Untuk mengetahui apakah rasio Nisbah Bagi Hasil pada Bank 
BTN Syariah cabang Makassar sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi 
Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. 
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2. Manfaat Penulisan 
a. Secara Teoritis 
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi yang dapat 
memberikan masukan pemikiran baik itu berupa konsep, metode 
proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup 
studi hukum dan masyarakat, khususnya mengenai Hukum Islam 
b. Secara Praktis 
Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait pada 
khususnya dan masyarakat yang beragama Islam yang tunduk dan 
patuh pada Kompilasi Hukum Islam pada umumnya, mengenai 
penentuan Nisabah Bagi Hasil pada Bank Syariah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. TINJAUAN UMUM BANK 
1. Pengertian Bank 
 Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan 
bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Mereka 
menganggap bank merupakan lembanga keuangan yang aman dalam 
melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. aktivitas keuangan yang 
sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang 
antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, 
bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting 
dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, 
kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada 
penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap 
pelayanan jasa yang di tawarkan oleh bank.  
 Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari 
nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari 
berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. 
Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank 
dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan 
dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, 
sepanjang pinjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh 
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bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu 
menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang 
sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara 
langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk 
memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial 
Depository Institution.5 
Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banco yang 
berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah 
sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan 
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 
menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Secara umum 
bank adalah tempat menyimpan uang atau menabung, dan juga tempat 
untuk meminjam uang.  
pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang 
perbankan (pasal 1 ayat 2), yang dimaksud dengan bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak.  
Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha 
                                                     
5 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011,  
hlm.29-30 
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perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan 
dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 
memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 
menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan 
balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan 
bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan 
dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-
jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan 
utama tersebut. Adapula Definisi bank menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia No 23 tahun 1999 yaitu, Pengertian bank adalah Bank Umum 
dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam 
undang-undang yang berlaku. Terdapat pula beberapa definisi bank 
menurut para ahli antra lain yaitu : 
 G.M. Verryn Stuart  
Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk 
memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan 
mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.6 
 
                                                     
6 http://chytgs.blogspot.co.id/2014/03/1-pengertian-bank-menurut-uud-dan- 
pakar.html diakses pada 10 Januari 2017, pukul 14.00 wita 
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 Abdul Rachman  
Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 
melaksanakan berbagai jenis jasa, sperti memberikan 
pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap 
mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-
benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan 
dan lain-lain. Muhammad Muslehuddin, mengatakan bahwa 
bank menurut undang-undang perbankan New York 
mendifinisikan pengertian bank sebagai segala tempat 
transaksi valuta setempat, juga merupakan usaha dalam 
bentuk trust, pemberian diskonto dan memperjualbelikan 
surat kuasa, draf, rekening, dan sistem peminjaman; 
menerima diposito dan semua bentuk surat berharga; 
memberi peminjaman; memberi pinjaman uang dengan 
memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan 
pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, 
uang, dan rekening bank. Istilah “banker” dalam undang-
undang Bill of Exchange Act 1882 dan Stamp Act, 1891, 
didefinisikan sebagai orang-orang yang hendak melakukan 
perdagangan dalam dunia perbankan tanpa menimbulkan 
akibat apa pun terhadap para pemeluknya. 
 Thomas Mayer, James D. Duesenberry dan Z. Aliber  
Bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting 
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bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai 
berbagai aktivitas yang lainnya. Frederic S. Mishkin, 
mengemukakan dalam bukunya The Economics Of Money, 
Banking, And Financial Markets, bahwa Bankers are 
financial institution that accept money deposits and make 
loans. Included under the term banks are firms such as 
comercial banks, savings and loan associations, mutual 
savings banks, and credit unions 
 Abdullah  
Mendefinisikan bank merupakan bagian dari lembaga 
keuangan yang berfungsi intermediasi yaitu menghimpun 
dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan 
menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang 
berkekurangan dana. 
 Hasibuan  
pengertian bank adalah: “Bank adalah badan usaha 
yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan 
(financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan 
hanya mencari keuntungan saja”. 
 
 Kasmir   
berpendapat bahwa “Bank merupakan lembaga 
keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari 
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masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan 
kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank 
lainnya”. 
 J.D Parera  
Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-
undang yang dimaksud dengan bank adalah : badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.7 
 B.N.  Ajuha 
Pengertian Bank adalah Tempat menyalurkan modal 
dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara 
menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya 
dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. 
 Pierson  
menyatakan Pengertian Bank yakni badan usaha 
yang menerima kredit namun tidak memberikan kredit. 
Dalam hal tersebut menurut Pierson Bank dalam 
operasionalnya ialah hanya bersifat pasif saja, hanya 
menerima titipan uang saja. 
 
                                                     
7 http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-bank-secara- 
umum-dan-menurut.html diakses pada 10 Januari, pukul 14.45 
 14 
2. Fungsi Bank 
Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 
untuk berbagai tujuan atau fungsi Financial Intermediary. Fungsi 
bank ini dikemukakan oleh Susilo, Triandoro dan Santoso (2006:9). 
Fungsi utama bank secara spesifik dibagi menjadi 3 yaitu: 
1) Agent of Trust 
Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan 
perbankan ini (trust). Kepercayaan disini meliputi kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya 
kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat 
mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila 
sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut. 
Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan 
akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya 
ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. 
Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan tersebut untuk 
dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan. Dimana 
bank tidak akan khawatir debitur akan menyalahgunakan dana 
yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya 
debitur memiliki kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan 
yang masuk akal. Dan bank percaya bahwa debitur akan memiliki 
niat untuk membayar meskipun saat jatuh tempo. 
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Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka 
pihak perbankan memberikan balas jasa kepada si penyimpan. 
Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, 
pelayanan dan lain-lain. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan 
akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya 
2) Agent of Develompment 
Sektor riil dan sektor moneter adalah dua hal perekonomian 
yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi dan saling 
mempengaruhi. Jika salah satunya bekerja kurang baik maka 
berpengaruh juga pada kurang baik pada sisi lainnya. Disini bank 
difungsikan memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat 
melakukan investasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua 
kegiatan tersebut tidak dapat terpisahkan dari penggunaan uang. 
Jika semua kegiatan itu berjalan lancar tentu akan banyak 
membantu dalam pembangunan perekonomian masyarakat. 
3) Agent of Service 
Selain kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan 
uang, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya 
kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat dengan 
kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa disini 
berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan 
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bank maupun penyelesaian tagihan.8 
Fungsi utama bank diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 
No. 10 tahun 1998: “fungsi utama perbankan Indinesia adalah 
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bahwa bank 
dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan 
kredit,melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, 
menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat 
penyimpanan barang-barang berharga. 
3. Dasar Hukum Bank 
1. Undang-undang (dalam arti formil dan materil) 
2. Kebiasaan (hukum tidak tertulis) 
3. Yurisprudensi 
4. Traktat 
5. Doktrin 
Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 selanjutnya disebut 
UUP. 
                                                     
8 http://www.ekoonomi.com/2016/11/pengertian-bank.html diakses pada 10 Januari 2017, 
pukul 15.20 wita 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau 
mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah 
beberapa pasal yang dianggap penting. 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
kemudian diubah dan disempurnahkan dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan 
kembali dengan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang yakni 
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2009. 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah. 
5. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, 
Konsolidasi dan Akusisi Bank. 
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 Tanggal 8 
November 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. 
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7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tanggal 27 
Januari 2009 Tentang Bank Umum.9 
B. TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH 
1. Pengertian Bank Syariah 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serat cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Ditinjau dari sudut 
pandang pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih 
bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis 
kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau 
haram. Karena itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, 
maka dalam oprasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.10 
 Dalam Undang-undang perbankan, istilah Bank Syariah telah diatur 
dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
pada pasal 1 ayat 1 disebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu 
yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Pada pasal 1 ayat 7 juga disebutkan 
bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
                                                     
9 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,  
2015, hlm. 21-22 
10 Burhanuddin Susanto, Op.Cit., hlm.17 
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berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum 
syariah dan bank pembiayaan syariah.11 
2. Dasar Hukum Bank Syariah 
  Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan, istilah prinsip syariah diartikan sebagai aturan 
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 
lainnya sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan 
prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 
penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarab), atau dengan 
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 
pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).12 
 Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), 
keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi 
sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat. Sebelum 
dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan 
perbankan syariah, sebenarnya penerapan syariah Islam dalam tata 
hukum positif di Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. 
Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap 
penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-
                                                     
11 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
12 Ibid, hlm.33-34 
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masing sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 
Dasar 1945. Pengertian ibadah menurut pandangan Islam tidak hanya 
mencakup dimensi Hubungan Manusia dengan Allah (ibadah madhah), 
tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia (muamalah).13 
 Ketentuan hukum secara materil terkait dengan penerapan akad 
perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebenarnya umat Islam 
telah diberi kebebasan untuk mengamalkannya dalam kehidupan 
muamalah. Landasan hukum terkait dengan kebebasan mengacu pada 
ketentuan KUH Perdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa setiap 
perjanjian yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai Undang-Undang 
bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang 
ditentukan oleh Undang-Undang serta harus dilaksanankan dengan itikad 
baik. Karena itu dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, berarti tidak 
ada halangan sedikitpun bagi Umat Islam jika menyadari dan 
menghendaki berlakunya syriah Islam untuk mengatur hubungan sesama 
mereka.14 
 Menurut ajaran Islam, syariat berasal dari Allah. Sebab itu maka 
sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang-undang dating dari 
Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantara rasul 
dan termasuk di dalam kitab-kitab suci. Namun demikian, tidak seperti 
akidah yang bersifat konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai 
                                                     
13 Ibid, hlm.36 
14 Ibid, hlm.36 
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dengan kemajuan peradaban manusia. Karena itu, syariat yang berlaku di 
zaman Nabi Nuh a.s., berbeda dengan syariat di zaman Nabi Musa a.s., 
dan berbeda pula dengan syariat Nabi Ibrahim a.s., Isa a.s., dan Nabi 
Muhammad Saw. Sebab ialah karena setiap umat tentu menghadapi 
situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka 
sendiri, hal-ihwal jalan pikirannya serta perkembangan keruhaniannya. 
Jadi penerapan syariat ini mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring 
dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada 
zaman-zaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya 
tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw, yang membawa syariat  
sesudah Nabi Muhammad Saw., karena Islam sudah rampung, tuntas dan 
sempurna.  
 Syariat Islam adalah hukum-hukum dan peraturan yang 
dibebankan oleh Allah SWT. kepada hambah-hambahNya. Syariat ini 
berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah dan larangan ini 
dalam Bahasa teknis ilmu fiqih disebut hukum taklifi. Ketika perintah dan 
larangan ini disampaikan kepada manusia, maka timbul usaha untuk 
memahami dan menafsirkan perintah dan larangan tersebut. Pemahaman 
dan penafsiran ini dilakukan secara sistematis oleh para ulama dengan 
menggunakan metode tertentu. Hasil dari usaha sistematis untuk 
memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah SWT, ini 
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dinamankan fiqih. Jadi, singkatnya fiqih adalah tafsiran ulama atas 
syariah.15  
 Definisi fiqih diberikan oleh Abu Ishaq Al-Syirazi, yaitu mengetahui 
(menemukan) hukum syar’i yang caranya dengan ijtihad setelah menjadi 
suatu disiplin tersendiri, istilah fiqih atau sering pula disebut “fiqih Islami“ 
biasanya diartikan dengan “hukum Islam” atau ada yang menyebut 
dengan “hukum positif Islam”. Secara istilah fiqih berarti mengetahui 
hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan perbuatan berdasarkan 
dalil-dalil yang terperinci. Melaui fiqih norma-norma hukum dihubungkan 
langsung dengan perbuatan manusia dengan segala kondisinya berupa 
syarat dan rukun, sebab-sebab berlakunya norma secara faktual, dan 
faktor-faktor kondisional yang menyebabkan norma tidak berlaku. Norma-
norma hukum yang dihubungkan langsung dengan perbuatan manusia 
dalam rangka hubungan sesamanya dan hubungannya dengan persoalan 
dunia pada umumnya (muamalat) masih dianggap belum cukup karena 
dianggap lahir atas inisiatif perorangan, agar memiliki kekuatan yuridis 
maka ia memerlukan lembaga yang mengesahkan dan mengawasi 
pelaksanaannya. Dalam rangka itu timbul istilah baru, yaitu qanun. Qanun 
merupakan istilah Arab yang diserap dari Bahasa Yunani, yang berarti 
“alat pengukur”, kemudian berarti “kaidah”. Dalam Bahasa Arab kata 
kerjanya qanna yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate). 
Kemudian qanun dapat berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), 
                                                     
15 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2014, hlm.7-10 
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undang-undang (statue,code).16 Fiqih muamalah adalah tafsiran ulama 
atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan sesama manusia. 
 Ilmu hukum positif pada hakikatnya adalah merupakan produk 
pemikiran manusia. Positivisme sebagai akar dari kata positif yang 
dinisbatkan dalam hukum positif merupakan satu aliran filsafat yang 
dikembangkan oleh seorang filosof Prancis, Auguste Comte. Dalam 
pandangan positivisme, ilmu-ilmu yang dapat diterima sebagai sebuah 
teori kebenaran yang ilmiah hanyalah ilmu yang mampu mengajarkan kita 
tentang kenyataan-kenyataan yang bersifat positif. Ilmu positif hanyalah 
ilmu yang menggunakan instrument penggalian atau metodologi yang 
dapat melahirkan generalisasi dan universalisasi seperti dalam ilmu 
pengetahuan alam. Bagi positivisme, kebenaran hanyalah dapat diukur 
dan ditakar serta dapat dibuktikan secara kasat mata. Hal-hal yang 
bersifat subjektif seperti yang menyangkut nilai etika, filsafat, dan 
moralitas agama yang bersumber dari wahyu Tuhan tidak dapat 
dipandang sebagai sebuah kebenaran karena dianggap tidak subjektif. 
Berbeda dengan hukum Islam, seperti yang telah dikemukakan, yang 
meskipun ada intervensi nalar para  mujtahid, terutama dalam 
menetapkan aspek hukum dari suatu peristiwa yang secara eksplisit tidak 
dikemukakan Al-Quran dan Sunnah, namun dalam formulasinya tetap 
berpijak pada sumber utamanya, wahyu. Bagi hukum positif, satu-satunya 
                                                     
16 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 22-
23 
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jalan masuk ke kebenaran dan kenyataan adalah ilmu positif. Demikian 
juga dengan positivisme hukum, ia hanyalah mengenal satu jalan masuk 
hukum, yaitu jalan pengetahuan hukum positif. Keadaan ini berbeda jika 
dibandingkan dengan hukum Islam. Sistem hukum positif ( Roman law 
dan Common law) sepenuhnya berdasarkan kreativitas nalar manusia. 
Hukum positif tidak berdasarkan pada sumber titah Tuhan. Dalam konteks 
muamalah, hukum Islam tetap mengandung nilai keagamaan (religious) 
meskipun hal itu tidak selalu identik dengan agama itu sendiri.17 
3. Fungsi Bank Syariah 
1) Penghimpunan Dana Masyarakat 
Fungsi bank syariah yaitu penghimpun dana dari 
masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuktitipan 
dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk 
titipan dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-
wadiah adalah akad antara para pihak pertama(masyarakat) 
dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama 
menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank 
menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan bank 
pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. 
Al-mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki 
                                                     
17 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 45-
46 
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dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut 
juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat 
memanfaatkan dana yang di investasikan oleh shabibul maal 
untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah 
Islam. 
Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai 
tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan 
menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana 
membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan 
dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. 
Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau 
diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor 
yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Dengan 
menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat 
keuntungan berupa return atas uang yang diinvestasikan 
yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank 
syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh oleh 
bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh 
nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank.  
2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 
Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan 
dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). 
Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank 
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syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan 
persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan 
aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank 
syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. 
Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas 
penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.  
Bank menyalurkan dana kepada kepada masyarakat 
dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain 
akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. 
Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas 
penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin 
keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara 
harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. 
Pendapatan yang di peroleh dari aktivitas penyaluran dana 
kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama 
usaha adalah bagi hasil.  
3) Pelayanan Jasa Bank 
Fungsi bank syariah di samping menghimpun dana 
dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga 
memberikan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah 
diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa bank 
syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
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masyarakat dalam menjalankan akatifitasnya. Berbagai jenis 
produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank 
syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 
pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of 
credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank 
lainnya. 
Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang 
diterapkan oleh bank yang berasal dari fee atas pelayanan 
jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan 
teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa 
yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat 
memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan 
akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah 
kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-
lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk 
layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah 
mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee based 
income. 18 
Adapula fungsi Bank Syariah termuat dalam Pasal 4 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, yaitu:  
                                                     
18 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.39-43 
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1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib 
menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat. 
2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial 
dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang 
berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial 
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola 
zakat. 
3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang 
berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 
pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi 
wakaf (wakif). 
4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
4. Peran Bank Syariah 
Peranan bank syariah, diantaranya tercantum dalam 
pembukaan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic 
Financial Institution (AAOIFI), sebagai berikut : 
a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi 
dana nasabah. 
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b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang 
dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan 
kepadanya. 
c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank 
syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa 
layanan perbankan sebagimana lazimnya. 
d. Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada 
entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki 
kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah 
(menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) 
zakat serat dana-dana sosial lainya. 
C. TINJAUAN UMUM BAGI HASIL 
1. Pengertian bagi hasil 
Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. 
Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan 
profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian 
laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian 
dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut 
dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan 
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yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, 
atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.19 
Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, 
yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. 
Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha 
yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat 
diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan 
melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema 
bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong 
entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat 
menekan terjadinya falsifikasi.  
Bagi hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 
tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah “perjanjian dengan nama 
apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang 
atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut 
"penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan 
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas 
tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. 
Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian 
penguasahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. 
                                                     
19 Muhamad, Op.Cit., hlm.25 
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Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-
ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas 
suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya 
sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain 
untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang 
hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan 
sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut 
hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik 
tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan 
hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang 
gadai, penyewa, bahkan seorang penggarappun - yaitu pihak kedua yang 
mengadakan perjanjian bagi hasil - dalam batas-batas tertentu berhak 
pula berbuat demikian. Sedangkan menurut syariah adalah Mudharabah 
yaitu pemberi modal menyerahkan modal untuk dikelola oleh orang lain 
atau suatu badan dengan ketentuan yang telah disepakati. 
Bagi hasil sendiri sudah dikenal dari zaman penjajahan belanda 
dimana para pemilik tanah memberikan hak untuk mengelola tanahnya 
kepada orang atau kelompok tani, Islam sendiri telah mengenal bagi hasil 
atau Mudhorobah sejak dulu, hal ini dapat diketahui jika melihat riwayat 
cerita para Nabi, seperti cerita Nabi Musa AS yang menggembalakan 
domba milik mertuanya yang kala itu beliau belum diangkat sebagai Nabi, 
dan Nabi Muhammad SAW yang membiarkan tanah miliknya di kelola 
oleh orang lain. 
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Pada saat ini bagi hasil menjadi jalan keluar bagi lembaga 
keuangan yang mengalami kebangkrutan karena krisis global, karena 
sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan dirasa tidak 
mampu memberikan efek yang maksimal bagi lembaga keuangan 
tersebut dan para nasabah. 
Bagi hasil sendiri dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal 
yang tidak dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil 
seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan efek yang cukup 
signifikan, dikarenakan tidak semua pemilik tanah mengerti atau faham 
bagaimana mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar, dalam 
bentuk ini ada syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil antara lain: 
a. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu 
hak menguasai tanah, 
b. Penggarap, ialah orang atau kelompok tani yang diperkenankan 
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian 
diatas tanah pemilik, 
c. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman 
bahan makanan, 
d. Perjanjian, ialah ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak 
yaitu pemilik dan penggarap yang menyangkut pembagian hasil 
dan lain – lain. 
Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak 
tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah 
 33 
yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan 
kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat 
setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, 
bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang 
yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali 
terpaksalah penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi 
hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan 
biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang 
bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya 
umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian 
atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau 
diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah 
tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga 
bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan 
selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada 
pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa 
penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan 
tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu 
dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan 
untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali 
terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan 
antara pemilik dan penggarap.20 
                                                     
20 http://syamloco.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-landasan-hukum-ba 
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2. Landasan Hukum Bagi Hasil 
Bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Diadakan Undang-undang ini 
adalah untuk  mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, 
agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan 
atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak 
bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. 
Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, 
lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari 
golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian 
bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah 
Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil 
tersebut dengan maksud : 
a.  agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya 
dilakukan atas dasar yang adil dan 
b.  dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik 
dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi 
para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada 
dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang 
tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi 
penggarapnya adalah sangat besar. 
                                                                                                                                                 
bagi.html diakses pada 11 Januari, pukul 14.00 wita 
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c.   dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, 
maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - 
penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya 
memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu 
akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, 
yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan 
melengkapi "sandang-pangan" rakyat. 
Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang 
di dalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada 
kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun 
ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan 
akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya 
dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah 
penyalahgunaan dalam penyelenggaraannya.21 
3. Prinsip Bagi Hasil 
 Prinsip bagi hasil produk pembiayaan di bank syari’ah 
a. Musyarakah, kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak 
ketentuan umum akad musyarakah : 
1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek 
musyarakah dan dikelola bersama-sama. 
                                                     
21 http://syamloco.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-landasan-hukum- 
bagi.html diakses pada 11 Januari, pukul 14.00 
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2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam 
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh 
pelaksana proyek. 
3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek 
musyarakah tidak boleh melakukan tindakan,seperti : 
a) Menggabungkan dana proyek dengan harta 
pribadi 
b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak 
lain tanpa ijin pemilik modal lainnya. 
c) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 
d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan 
penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. 
e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri 
kerjasama apabila : 
 Menarik diri dari perserikatan 
 Meninggal dunia 
 Menjadi tidak cakap hukum 
f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan 
jangka waktu proyek harus diketahui bersama. 
g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan 
dalam akad. 
Aplikasi dalam perbankan : 
a) Pembiayaan proyek 
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Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan 
proyek di mana nasabah dan bank sama-sama 
menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. 
Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana 
tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk 
bank. 
b) Modal ventura 
Pada lembaga keuangan khusus yang boleh melakukan 
investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah 
diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal 
dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank 
melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik 
secara singkat maupun bertahap.22 
b. Mudharabah, kerjasama dengan mana shahibul maal memberikan 
dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. 
Ketentuan Umum akad mudharabah : 
1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola 
modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang 
yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal 
diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati 
bersama. 
                                                     
22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani 
Press, 2011, hlm.93 
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2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 
diperhitungkan dengan dua cara. 
3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada 
setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik 
modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan 
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, 
kecurangan, dan penyalahgunaan dana.  
4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun 
tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika 
nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau 
membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat 
dikenakan sanksi administrasi. 
Aplikasi dalam perbankan : 
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-
produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi Pembiayaan 
mudharabah diterapkan pada : 
a) Pembiayaab modal kerja, seperti modal kerja 
perdagangan dan jasa. 
b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah 
muqayyadah, dimana sumber dana khusus 
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dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh shabibul maal.23 
c. Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan 
persyaratan mudharabah. Perbedaannya adalah terletak pada 
adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan 
pemilik modal.24 
4. Teori Bagi Hasil 
 Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit 
sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 
Secara definitive profit sharing diartikan : “distribusi beberapa bagian dari 
laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.” Itu dapat berbentuk 
suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang 
diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk 
pembayaran mingguan atau bulanan. 
 Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, 
pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik 
penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau berbentuk 
bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan 
bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan 
secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin 
yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan 
pribadi yang menjalankan proyek. 
                                                     
23 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani 
Press, 2011, hlm.97 
24 Muhamad, Op.Cit., hlm.11-12 
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 Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional 
antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua 
pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk 
kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya 
perasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan 
mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara 
eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba 
sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah 
dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa 
perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. 
a. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil 
Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah 
terletak pada kerjasama atau partnership merupakan karakter 
dalam masyarakat ekonomi islam. 
Qirad atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik 
modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau 
keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi 
atau proyek usaha. Melalui qirad atau mudharabah kedua belah 
pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi 
mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek 
ekonomi yang disepakati bersama. 
Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan 
kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui 
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bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih 
merata. Implikasi dan kerjasama yang dilakukan secara 
musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama 
dibidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. 
Lembaga keuangan (bank) adalah lembaga perantara antara 
pihak surplus dan dana kepada pihak minus dana. Dengan 
demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting 
dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank 
mampu memolisasikan uang dari masyarakat, secara langsung 
ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Di samping itu, uang 
disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas 
pengusaha-pengusaha yang potensial.  
b. Peran Bagi Hasil Bagi stabilitas Ekonomi dan Distribusi 
Pendapatan 
Dalam Sistem Ekonomi Islam, tingkat bunga yang 
dibayarkan bank kepada nasabah deposannya digantikan dengan 
presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima 
oleh bank (dari debitur) akan digantikan dengan presentase bagi 
hasil. Dua bentuk rasio keuntungan dijadikan instrument untuk 
memobilitasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis 
produktif. Walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun 
ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat 
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pendapatannyapun akan berfluktuasi. Maka, pendapatan akan 
berfluktuasi dan tidak menentu. 
Walaupun, para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa 
ada ketentuan built-in dalam Sistem Ekonomi Islam dalam 
menjamin stabilitas, mereka berpandangan bahwa dalam 
mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan 
terjadinya ketidakstabilan ekonomi, dari pernyataan Nejatullah 
Siddiqi yang melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil 
terhadap kondisi stabilitas ekonomi menetapkan bahwa sistem 
ekonomi berdasarkan bagi hasil akan juga menjamin alokasi 
sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi 
pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran 
bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan 
menggunakan pendekatan analisis keseimbangan (equilibrium). 
Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana 
mekanisme penentuan supply dan demand atas tabungan. 25 
5. Sistem bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil 
1) Konsep mudharabah dan bagi hasil 
 Akad mudharabah merupakan akad antara kedua belah pihak di 
mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (shabibul mal) dan 
mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, 
                                                     
25 Ibid, hlm.25-29 
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yakni pengelola (mudharib), dengan tujuan mendapatkan keuntungan.26 Di 
dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha dan 
kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya 
nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh shabibul mal 
selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian mudharib. Jika, memang 
akibat kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut. 
2) Persyaratan dalam akad mudharabbah 
 Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 Bab 
II Pasal 6, persyaratan pembiayaan mudharabah sekurang-kurangnya 
sebagai berikut : 
a. Bank bertindak sebagai shabibul mal yang menyediakan dana 
secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang 
mengelola dana dalam kegiatan usaha. 
b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan 
nasabah. 
c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan  usaha nasabah tetapi 
memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. 
d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. 
                                                     
26 Ibid, hlm.94 
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e. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus 
dinyatakan jumlahnya. 
f. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, maka 
barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan 
atau harga pasar wajar. 
g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam 
bentuk nisbah yang disepakati. 
h. Bank menanggung segala resiko kerugian usaha yang dibiayai 
kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi 
perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. 
i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat dirubah sepanjang 
jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak 
dan tidak berlaku surut. 
j. Nisbah bagi hasil dapat di tetapkan secara berjenjang (tiering) yang 
besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 
k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode 
bagi untung dan rugi (profit dan loss sharing) atau metode bagi 
pendapatan (revenue sharing). 
l. Pembagian keuntugan berdasarkan hasil usaha dari mudharib 
sesuai dengan laporan hasil usaha mudharib. 
m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha 
yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan berikut : 
1. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib. 
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2. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang 
di bayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian 
keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi 
sesuai kesepakatan atara bank dan nasabah. 
n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad 
untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun 
atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk 
(cash in flow) usaha nasabah.  
o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi 
risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau 
kecurigaan.27 
3) Rasionalitas dalam kontrak Mudharabah 
 Kontrak mudharabah pada prinsipnya memberikan keleluasan bagi 
mudharib untuk menentukan level optimal usaha yang akan 
dilakukannya28. Berdasarkan prinsip tersebut maka sesungguhnya 
mudharib berhak mempertimbangkan keuntungan yang diharapkannya 
ketika dia menentukan nisbah bagi hasil. Sehingga menurut Muljawan, 
rasionalitas kontrak mudharabah terjadi jika bagian profit atau benefit 
untuk mudharib memenuhi tingkat kepuasan minimum dari shabibul mal 
                                                     
27 Ibid, hlm.95-97 
28 Ibid, hlm.97 
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dan juga bagian profit atau benefit untuk shabibul mal memenuhi tingkat 
kepuasan minimum dari mudharib.29 
 Keadaan ini mengimplementasikan bahwa kontrak mudharabah 
akan menjadi rasional jika masing-masing pihak berada dalam suatu 
kondisi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap 
informasi secara lengkap. 30 
4) Sistem bagi hasil (Profit dan Loss Sharing) 
  Prinsip bagi hasil merupakan landasan oprasioanal utama bagi 
produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam 
perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah 
dengan bank konvensinal. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan 
dengan dua metode, yaitu dengan profit sharing dan revenue sharing 
menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib. 
Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah  
berikut : 
a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad 
dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. 
b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan 
yang diperoleh 
c. Besarnya penetapan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 
ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 
                                                     
29 Ibid, hlm.97 
30 Ibid, hlm.97 
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adanya kerelaan (An-Taradhin) di masing-masing pihak tanpa 
adanya unsur paksaan. 
d. Bagi hasil tergantuk pada keuntungan proyek yang di jalankan 
sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian 
ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 
e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan 
jumlah pendapatan.31 
5) Jenis pola bagi hasil : Profit Sharing dan Revenue Sharing 
 Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan 
kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila 
suatu bank menggunaka sistem profit sharing, kemungkinan yang akan 
terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shabibul mal akan semakin 
kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk 
mengivestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak 
menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. 
 Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan 
kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 
biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan 
yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana 
akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang 
                                                     
31 Ibid, hlm.98-99 
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berlaku kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di 
Bank Syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam Perbankan 
Syariah Indonesia sistem bagi hasil yang di berlakukan adalah sistem bagi 
hasil dengan berdasarkan pada sistem bagi hasil Revenue Sharing.32 
6) Factor yang mempengaruhi bagi hasil 
 Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari 
faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari 
investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (Profit 
Sharing Ratio). Dan faktor tidak langsung terdiri penentuan butir-butir 
pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan 
metode akunting).33 
a. Faktor Langsung 
1. Investment Rate 
Presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana 
2. Jumlah dana yang tersedia 
Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan 
tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung 
dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum 
bulanan atas rata-rata total saldo harian. 
3. Nisbah bagi Hasil (Profit Sharing Ratio) 
Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah 
yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 
                                                     
32 Ibid, hlm.99-100 
33 Ibid, hlm.100 
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b. Faktor Tidak Langsung 
1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya Bank dan 
nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. 
Bagi hasil berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya tersebut dengan profit sharing. Sedangkan jika 
bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya 
ditanggung oleh bank disebut dengan Revenue Sharing. 
2. Kebijakan Akunting 
Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip 
dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, 
bagi hasil di pengaruhi oleh kebijakan pengakuan 
pendapatan dan biaya.34 
D. TINJAUAN UMUM NISBAH BAGI HASIL 
1. Nisbah Bagi Hasil 
 Nisbah adalah rasio atau perbandingan; rasio perbandingan 
keuntungan (bagi hasil) antara Shabibul mal dan Mudharib. Nisbah juga 
merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan 
nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam 
laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. 
Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan 
memperoleh shabibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko 
                                                     
34 Ibid, hlm.100-101 
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bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya 
berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena 
seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shabibul mal, 
maka kerugian usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shabibul mal. 
Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah 
keuntungan.35 
2. Macam-macam Nisbah 
a. Nisbah Aktiva Tetap Terhadap Modal Bersih adalah Nisbah ini 
digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap 
dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha/bisnis, dalam 
ketentuan bidang perbankan nisbah aktiva tetap terhadap modal 
bersih tidak boleh melebihi 50% ( ratio of fixed asets to net worth ). 
b. Nisbah at-Tamwil wa al-wada’i adalah Financing to Deposit Ratio 
(FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak 
ketiganya, Rasio penyaluran dan penghimpunan dana. 
c. Nisbah Fi Ihtiyathi Naqdi adalah Rasio cadangan tunai (cash ratio), 
Bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk 
aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi 
penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya. 
d. Nisbah Jariyah adalah Rasio lancar (quick ratio), perbandingan 
antara aktiva lancar dan kewajiban keuangan jangka pendek. 
                                                     
35 Ibid, hlm.101 
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e. Nisbah Jumlah Modal adalah Rasio jumlah modal (total capital 
ratio). 
f. Nisbah Kas adalah Rasio Kas (cash ratio). 
g. Nisbah Laba Bersih Terhadap Modal Bersih adalah Nisbah untuk 
menilai risiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) 
untuk menghasilkan laba dalam satu periode (rate of net profits to 
net worth). 
h. Nisbah Laba Terhadap Aktiva (ROA) adalah Laba bersih dibagi 
total aktiva, ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk 
mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan 
laba (profitabilitas) (return on ossetsl ROA). 
i. Nisbah Laba Terhadap Modal adalah Laba Bersih dibagi modal 
sendiri merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur 
tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (return 
on equity/ROE). 
j. Nisbah Likuiditas adalah Nisbah yang mengukur kemampuan bank, 
perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka 
pendek yang jatuh tempo, nisbah ini dihitung dengan membagi 
aktiva lancar dengan utang lancar ( liquidity ratio ). 
k. Nisbah Modal Primer Terhadap Aset adalah Modal inti dibagi rata-
rata asset (primary capitol toasets ratio). 
l. Nisbah Modal Sesuaian adalah Rasio modal yang telah 
disesuaikan terhadap total aset, rasio ini digunakan dalam 
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perhitungan kecukupan modal, perhitungan modal bank dilakukan 
dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, 
cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan 
kredit yang diklasifikasikan macet (adjusted capital ratio). 
m. Nisbah Modal Terhadap Risiko Aset adalah Jumlah modal dibagi 
rata-rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot 
risikonya (capital to risk asets ratio). 
n. Nisbah Perputaran adalah Nisbah yang menunjukkan tingkat 
kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran 
aset menjadi kas (turnover ratio). 
o. Nisbah Si’ri al-Sahmi ila al-Ribhi adalah Rasio pendapatan 
terhadap harga suatu saham (price earning ratio-PER). 
p. Nisbah Utang Terhadap Modal Bersih adalah Nisbah ini digunakan 
untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang 
digunakan dalam kegiatan usaha (ratio of debt net worth)36 
3. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil 
 Menurut Karim, ada lima karakteristik nisbah bagi hasil 
a. Persentase 
Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan 
dalam nominal uang tertentu (Rp). 
b. Bagi Untung dan Bagi Rugi 
                                                     
36 Ibid, hlm.102-103  
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Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, 
sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-
masing pihak. 
c. Jaminan 
Jaminan yang akan diminta terkait dengan charachter risk yang 
dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh 
keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah 
mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk, 
maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan 
pada mudharib. 
d. Besaran Nisbah 
Angka besaran nisbah dibagi hasil muncul sebagai hasil tawar-
menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal 
dan mudharib. 
e. Cara Menyelesaikan Kerugian 
Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena 
keuntungan adalah perlindungan modal. Jika kerugian melebihi 
keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.37 
4. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil 
 Nisbah bagi hasil dapat dicari dengan memerhatikan jenis aktivitas 
bank syariah. Aktivitas bank syariah dalam memberi dan membuat hasil 
atau keuntungan dapat diperoleh dengan aktivitas (a) Funding atau 
                                                     
37 Ibid, hlm.103-104 
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pengumpulan dana dan (b) Financing atau penyaluran dan. Masing-
masing memiliki ketentuan dan aturan sendiri-sendiri. 
a. Nisbah untuk Funding (Pengumpulan Dana) 
Bagi nasabah yang menginvestasi dananya di bank syariah 
dalam bentuk investasi mudharabah, maka investor akan 
mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang 
dibuat oleh bank.  
1. Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (per annual); 
2. Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya over head cost sebesar = 
4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar = 1% 
p.a (per annual); 
3. Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3% p.a. (per annual). 
4. Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan 
keuntungan)/pendapatan, atau = (5% + 3%)/15,32% = 52,2%. 
Nisbah maksimal produk untuk nasabah = 100% - nisbah 
bank = 100% - 52,2% = 47,8%. 
Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan 
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, 
utamanya untuk kontrak mudharabah muqayyadah, namun untuk kontrak 
mudharabab mutlaqah – untuk di perbankan syariah – dapat ditentukan 
oleh pihak bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui 
komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-
menawar antar shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka 
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nisbah ini bervariasi, misalnya = 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, bahkan 
99 : 1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya. Para ahli fikih 
sepakat bahwa nisbah 100 : 0 tidak diperbolehkan.  
Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah 
antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah 
hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka 
ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai 
special nisbah.  
Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar 
tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang 
ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka 
ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari 
bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. 38 
b. Nisbah untuk Financing atau Pembiayaan 
Karim menyatakan bahwa, bank syariah menerapkan nisbah bagi 
hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural 
Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan 
kepastian return seperti mudharabah dan musyarakah, dengan 
mempertimbangkan dua hal, yaitu referensi marjin keuntungan dan 
perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank.39  
 
 
                                                     
38 Ibid, hlm.104-105 
39 Ibid, hlm. 106 
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1. Referensi Marjin Keuntungan  
Referensi tingkat marjin keuntungan adalah penetapan marjin bagi 
hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari 
Tim Asset and Liabilities Committee (ALCO) dengan 
mempertimbangkan kriteria berikut: 
a. Direct Competitor Market Rate (DCMR) 
Tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau 
tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 
ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau tingkat marjin 
keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan sebagai 
pesaing langsung terdekat.  
b. Indirect Competitor Market Rate (ICMR) 
Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau 
tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang 
ditetapkan ALCO sebagai pesaing tidak langsung, tingkat suku 
bunga bank konvensional tertentu yang ditetapkan sebagai 
pesaing tidak langsung terdekat. 
c. Expected Competitive Return for Investor (ECRI) 
Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan 
kepada nasabah pihak ketiga (investor). 
d. Acquiring Cost  
Biaya yang dikeluarkan oleh bank dan langsung terkait dengan 
upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 
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e. Overhead Cost 
Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait 
dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.  
2. Perkiraan Tingkat Keuntungan Usaha yang Dibiayai 
Perkiraan tingkat keuntungan usaha dihitung dengan 
mempetimbangkan kriteria berikut ini: 
a. Perkiraan Penjualan  
Terdiri dari perkiraan volume penjualan setiap bulan atau 
transaksi, frekuensi penjualan setiap bulan, fluktuasi harga 
penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan, 
dan marjin keuntungan setiap transaksi. 
b. Lama Cash to Cash Cycle 
Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash 
kembali atau jumlah hari antara arus kas keluar pertama 
dengan arus kas masuk berikutnya yang melibatkan antara lain: 
lamanya persediaan, lamanya proses barang, dan lamanya 
piutang dagang. Cash to Cash Cycle disebut juga dengan Cash 
Conversion Cycle. 
c. Perkiraan Biaya Langsung 
Merupakan perkiraan biaya-biaya yang langsung berhubungan 
dengan kegiatan penjualan, seperti biaya pengangkutan, biaya 
pengemasan, dan biaya lain yang termasuk ke dalam Cost of 
Goods Sold (COGS). 
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d. Perkiraan Biaya Tidak Langsung 
Merupakan perkiraan biaya-biaya yang tidak langsung 
berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa 
kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang termasuk 
ke dalam Overhead Cost (OHC). 
e. Delayed Factor  
Delayed factor adalah waktu yang ditambahkan pada cash to 
cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan 
pembayaran dari mudharib kepada bank.40 
5. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan 
 Berdasarkan pertimbangan referensi tingkat marjin keuntungan dan 
perkiraan usaha mudharib, Karim membagi metode penentuan nisbah 
bagi hasil pembiayaan menjadi tiga bagian, yaitu Penentuan Nisbah Bagi 
Hasil Keuntungan, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan, dan 
Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan. Selain metode di atas, menurut 
Siagian, nisbah bagi hasil dapat dihitung berdasarkan pendekatan Tawar-
Menawar.41 
a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan 
Menurut Karim, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank 
ditentukan dengan cara membagi perkiraan keuntungan usaha 
mudharib dengan referensi tingkat marjin keuntungan. Maka, 
                                                     
40 Ibid, hlm.106-107 
41 Ibid, hlm. 108 
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nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah seratus persen dikurangi 
dengan nisbah bagi hasil bagi bank. 42 
b. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan 
Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara 
membagi perkiraan pendapatan (perkiraan tingkat keuntungan 
tanpa mempertimbangkan biaya overhead) dengan referensi 
tingkat keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 
seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank.   
c. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan 
Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara 
membagi perkiraan penerimaan penjualan (perkiraan tingkat 
keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya langsung dan biaya 
overhead) dengan perkiraan pendapatan dan referensi tingkat 
keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 
seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank. 
d. Pendekatan Tawar-Menawar 
Menurut pendekatan ini, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang 
diisyaratkan oleh bank dan disetujui mudharib, semakin besar 
kesediaan bank untuk membiayai proyek tersebut. Sebaliknya 
untuk mudharib, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diisyaratkan 
                                                     
42 Ibid, hlm. 108 
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oleh bank, semakin sulit kesediaan mudharib untuk menerima dana 
dari bank, begitu pula sebaliknya. 43 
6. Bagi Untung dan Bagi Rugi pada Akad Bagi Hasil  
 Dalam kontrak mudharabah, return dan timing cash flow tergantung 
kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah 
pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka 
mendapat bagian yang kecil juga. Filsosofi ini hanya dapat berjalan jika 
nisbah laba ditentukan dalam bentuk Persentase, bukan dalam bentuk 
nominal Rupiah tertentu.    
 Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, 
maka pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa 
nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni 
karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. 
 Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi 
modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Karena ada 
perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di 
antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk 
mengabsorpsi/menikmati untung karena sebesar apa pun keuntungan 
yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan 
itu. 
                                                     
43 Ibid, hlm.108-110 
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 Jika bisnisnya merugi, kemampuan shahib al-mal untuk 
menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan 
mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi 
modal, dan karena proporsi modal (finansial) shahib al-mal dalam kontrak 
ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh 
shahib al-mal.  
 proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, 
andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian 
(finansial) sebesar 0% pula. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan 
menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia 
curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, kedua belah pihak sama-
sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung 
oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang 
dikontribusikannya.44 
Cara Menyelesaikan Kerugian untuk Nisbah Bagi Hasil 
 Jika terjadi kerugian, menyelesaikannya (a) Diambil terlebih dahulu 
dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. (b) Bila 
kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.  
 Jaminan pada Kerugian Akad Bagi Hasil 
 Pada akad mudharabah, ketentuan pembagian kerugian hanya 
berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko 
bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk mudharib 
                                                     
44 Ibid, hlm.111-112 
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(character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya 
karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan 
kontrak mudharabah, shahibal-mal tidak perlu menanggung kerugian 
seperti ini.  
 Terkait dengan jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada 
prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai 
jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini 
konteksnya adalah business risk. Sedangkan untuk character risk, 
mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam 
mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajiblah baginya 
berlaku amanah. 
 Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan 
dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, 
kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis 
mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang 
disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah 
sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.  
 Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil 
bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul 
maal sehingga shahibul maal dirugikan.  
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 Bagi Hasil Bagi Perkembangan Bank Syariah 
 Keuntungan yang akan diperoleh dengan berhasilnya pelaksanaan 
sistem bagi hasil dalam produk mudharabah dan musyarakah oleh 
perbankan: 
a. Stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah yang ditopang oleh 
pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi riil 
masyarakat akan memberikan jaminan stabilitas dan pertumbuhan 
perbankan syariah karena akan terbentuk aliran dana yang terus 
berjalan dari masyarakat yang telah mandiri secara ekonomi ke 
perbankan syariah. 
b. Perbankan syariah di Indonesia akan mampu bersaing dengan 
perbankan konvensional di pasar bebas melalui sistem yang 
berbeda dengan ciri-ciri pemberdayaan, keadilan dan efektif dalam 
perekonomian rakyat. 
c. Meningkatnya peran perbankan syariah dalam proses 
pembangunan nasional dalam bidang kemandiran ekonomi 
masyarakat sehingga perbankan syariah akan menjadi pilar 
pembangunan bangsa. 45 
E. TINJAUAN UMUM FATWA DSN MUI 
1. Pengertian DSN 
Dewan syariah nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang 
                                                     
45 Ibid, hlm.112-114 
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berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Badan 
Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan 
yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN. Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keungan syariah. 
Dewan Syariah Nasional bertugas membantu pihak terkait seperti 
Departement Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun 
peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Dewan 
Syariah Nasional terdiri dari para ulama,praktisi, dan para pakar dalam 
bidang yang terkait dengan muamalah syariah dan bertugas selama 5 
tahun.46 
Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN). 
Tugas Dewan Syariah Nasional : 
 Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya. 
 Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. 
 Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
 Mengawasi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan. 
Wewenag Dewan Syariah Nasional : 
                                                     
46 Ma’ruf Abdullah, Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank  
Dan Non Bank, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hlm.213 
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 Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait. 
 Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang di keuarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti kementrian keuangan dan Bank Indonesia. 
 Memberikan rekomendari dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada 
suatu lembaga keuangan syariah. 
 Megundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di 
perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/ lembaga kuangan dalam maupun luar negeri. 
 Membarikan perigatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah di keuarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional. 
 Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak indahkan.47 
2. Pengertian Fatwa : 
 Fatwa ialah suatu perkataan dari Bahasa arab yang memberi arti 
pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa 
yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui suatu 
hukum syara’ tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang 
                                                     
47 Ibid, hlm.221-222 
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yang di percayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu 
agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah 
itu). Menurut kamus lisan al-‘Arabiy, memberi fatwa tentang suatu perkara 
berarti menjelaskan kepadanya. 
  Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Allah SWT berdasarkan dalil-dalil syariah secara umum dan 
menyeluruh. Ketentuan hukum yang di berikan itu dinamakan Fatwa orang 
yang meminta atau menanyakan disebut mustafti, sedang yang 
dimintakan untuk memberikan Fatwa disebut Mufti.48 
Landasan syariah mengeluarkan fatwa.  
1. Al-Qur’an 
2. Hadis 
3. Ijma 
4. Qiyas 
5. Kaidah fiqih49 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk hukum perbankan 
syariah 
 Fatwa Dewan Sariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
mempunyai peran yang penting dalam upaya mengembangkan produk 
hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia menempati posisi yang strategis bagi kemajuan 
ekonomi dan lembaga keuangan syariah, karena dalam pengembangan 
                                                     
48 Ibid, hlm.214-215 
49 Ibid, hlm.215 
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ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada system hukum yang 
dibangun berdasarkan Al-Qur’an Hadis SAW yang keberadaannya 
berfungsi sebagai pedeman utama bagi mayoritas umat islam pada 
khusunya dan umat-umat lain pada umumnya. 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang 
berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan 
syariah dikeluarkan atas pertimbangan badan pelaksana harian (BPH) 
yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan dengan adanya 
pertimbangan dari para ahli tersebut maka fatwa yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan 
dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah karena itu agar 
fatwa memiliki kekuatan mengikat sebelumnya perlu diadopsi dan 
disahkan secara formal kedalam bentuk perundang-undangan yang 
mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat di jalankan dengan baik, maka 
Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perlu membentuk 
dewan pengawas syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. 
 Tujuan pembentukan Dewan Pengawas Syariah ialah untuk 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam 
perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap 
menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). 
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Hubungan Bank Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia. 
 Untuk memperkuat kewenangan sebagai Bank Sentral yang 
mengurusi system keuangan syariah dalam Negara republik Indonesia, 
Bank Indonesia menjalankan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. 
Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia diwujudkan melalui nota kesepahaman 
(memorandum of understanding / MoU) untuk menjalankan fungsi 
pebinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya 
kerjasama tersebut berarti keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia menjadi sangat penting dalam pengembangan system 
ekonomi dan perbankan syariah di negeri ini.50 
4. Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
 Sesuai dengan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia 
periode 1995-2000 dan SK Majelis Ulama Indonesia No.Kep-
754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentuka Dewan 
Syariah Nasional, serta mempertahankan pendapat para peserta rapat 
pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu Tanggal 1 April 2000, 
Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia menetapkan pedoman 
dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana 
yang dituangkan dalam lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan 
                                                     
50 Ibid, hlm.217-218 
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Majelis Ulama Indonesia No.KEP-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan 
Dewan Syariah Nasional yang isinya antara lain adalah sebagai : 
Mukaddimah.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
51 Ibid, hlm.218 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam 
memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan ini yaitu Penetapan Rasio 
Nisbah Bagi Hasil pada Bank BTN Syariah cabang Makassar dikaitkan 
dengan Fatwa Dewan Syariah Naional, maka lokasi penelitian adalah di 
Bank BTN Syariah Cabang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang 
Makassar dan Universitas Hasanuddin dalam hal ini perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung 
melalui proses wawancara dengan Deputi Branch Manager 
(DBM), Branch Credit Risk Heat (BCRH), Mortgage Consumer 
Finance Unit (MCFU) Bank BTN Syariah cabang Makassar, 
Ketua Bagian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Ahli 
Ekonomi Syariah untuk mendapatkan data guna mendukung 
penelitian ini. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, Sumber Penelitian 
Empiris atau Lapangan (Field Research), yaitu sumber data yang 
diperoleh dari hasil pendokumentasian dan wawancara pada pihak 
terkait dalam hal ini Deputi Branch Manager (DBM), Branch Credit 
Risk Heat (BCRH), Mortgage Consumer Finance Unit (MCFU) 
Bank BTN Syariah cabang Makassar, Ketua Bagian Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia, dan Ahli Ekonomi Syariah Bank BTN 
Syariah cabang Makassar dan Sumber Penelitian Kepustakaan 
(Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil 
penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang 
dapat mendukung penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
(1) Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini 
Deputi Branch Manager (DBM), Branch Credit Risk Heat 
(BCRH), Mortgage Consumer Finance Unit (MCFU) Bank 
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BTN Syariah cabang Makassar, Ketua Bagian Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia, dan Ahli Ekonomi Syariah 
D. Analisis Data 
Semua bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif, yang 
berkaitan dengan kenyataan sebagai gejala bahan hukum primer yang 
dihubungkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta 
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan 
ini yaitu mengenai Nisbah bagi hasil. Berdasarkan hasil pembahasan 
kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan 
yang diteliti. 
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
A. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Bank BTN Syariah Cabang 
Makassar Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
 Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil 
merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki 
karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan 
namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai 
dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik 
pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank 
syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah).  
 Nisbah adalah rasio atau perbandingan; rasio perbandingan 
keuntungan (bagi hasil) antara Shabibul mal dan Mudharib. Nisbah juga 
merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan 
nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam 
laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. 
Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan 
memperoleh shabibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko 
bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya 
berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena 
 74 
seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shabibul mal, 
maka kerugian usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shabibul mal. 
Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah 
keuntungan.  
 Penetapan nisbah bagi hasil sendiri telah diatur dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip 
Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil 
(Revenue Sharing) maupun bagi Untung (Profit Sharing) dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Dilihat dari segi 
kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya 
digunakan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing). Penetapan prinsip 
pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.52 
 Namun, pada praktek di lapangan nyatanya terdapat bank syariah 
yang melaksanakan pembagian hasil usaha di antara para pihak, tidak 
sesui dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Dimana, telah 
jelas ditetapkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil yang dapat 
digunakan, yaitu prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung 
(profit sharing). Namun pada kenyataannya Bank BTN Syariah Cabang 
Makassar menjalankan usahanya bukan berdasarkan pada fatwa yang 
berlaku. Dimana Bank BTN Syariah Cabang Makassar membuat 
                                                     
52 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/ 2000 tentang Prinsip 
Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keungan Syariah 
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perjanjian dengan nasabah tetapi penentuan Nisbah bagi hasilnya tidak 
sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan, yaitu Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil 
Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yang di dalam perjanjian 
tersebut Bank BTN Syariah Cabang Makassar menetapkan nisbah bagi 
hasilnya dari Harga Jual Unit bukan dari Bagi Untung atau Bagi Hasil. 
 Pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar terdapat beberapa 
produk pembiayaan, baik retail atau consumer maupun comersial. Dalam 
pembiayaan retail atau consumer menggunakan kosep marjin atau ijaroh, 
sedangkan Dalam pembiayaan comersial dalam Bank BTN Syariah 
Cabang Makassar, terdapat tingkat pemberian bagi hasil pada pengguna 
maupun yang meminjam terdapat nisbah bagi hasil yang harus di sharing 
atau di bagikan kepada bank, untuk barapa besaran yang diberikan 
nasabah kepada Bank BTN Syariah Cabang Makassar terdapat patokan 
atau ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Bank BTN pusat. Di 
dalam Bank BTN Syariah Cabang Makassar terdapat pembiayaan modal 
kerja konstruksi, pembiayaan modal kerja umum dan pembiayaan modal 
kerja investasi masing-masing memiliki jenis-jenis dan memiliki 
peruntukan yang berbeda-beda, atas pembiayaan yang diajukan tentunya 
Bank BTN Syariah Cabang Makassar meminta bagian keuntungan 
(Nisbah). Nisbah sejauh ini dalam bentuk presentase dimana berapa 
bagian bank dan berapa bagian nasabah, jadi nasabah atau pemohon 
yang membutuhkan dana untuk proyek baik itu proyek konstruksi 
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perumahan, propertI, baik sifatnya KPR umum maupun high rest building 
atau apartemen, proyek pembangunan gedung kampus atau untuk 
membeli peralatan yang sifatnya investasi untuk perusahan tersebut, 
kebutuhan nasabah atau pemohon tersebut berapa dan anggaran 
biayanya berapa kemudian bank akan menghitung dan menganalisa, dari 
situ akan muncul sejumlah dana yang akan bank berikan kepada nasabah 
atau pemohon, secara umum rata-rata nasabah atau pemohon telah 
memiliki modal setidaknya modal tanah atau asset perusahaan tersebut 
seperti gedung dan lain-lain. Modal yang telah dimiliki oleh nasabah 
tersebut merupakan bagian yang akan dimasukkan ke dalam proyek, 
setelah itu bank akan mengalisa apakah RABnya telah memenuhi 
standar. Sehingga nasabah memiliki modal dan bank juga memberikan 
modal, lalu masing-masing modal inilah yang dihitung sebagai berapa 
bagian masing-masing. Maka inilah yang disebut sebagai nisbah. Berapa 
bagian masing-masing sehingga pada saat proyek tersebut telah rampung 
dan dioperasionalkan lalu menghasilkan keuntungan atau laba, dan dari 
keuntungan tersebut, itulah yang akan dibagi sesuai dengan besaran 
modal yang diberikan sehingga nasabah biasanya memiliki besaran 
keuntungan lebih besar daripada bank karena modal yang diberikan lebih 
besar daripada bank.53 
                                                     
53 Syahry Hamidi, Deputi Branch Manager (DBM) pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar, (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017). 
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 Penentuan rasio nisbah pada Bank BTN Syariah yang pertama, 
yaitu tergantung dari berapa besaran bagian modal masing-masing yang 
dimasukkan dalam suatu proyek, kemudian yang mempengaruhi ada 
beberapa hal umum yang pertama dari bagian porsi modal masing-masing 
dalam proyek, kemudian bank juga melihat ada tingkat rasio yang sudah 
diatur oleh pemerintah ada BI RATE, lalu terdapat pula batasan minimal 
dan maksimal. misalnya nasabah melakukan pinjaman tingkat suku bunga 
kredit atau pembiayaan secara umum minimal berapa dan maksimalnya 
tidak boleh lebih dari persenannya, bank biasanya menganalisa di 
rentangnya misalnya batas minimalnya 8% dan batas maksimalnya 17% 
maka bank menganalisa di antaranya misalnya 13% atau 15% banyak lagi 
faktor yang mempengahui, serta terdapat faktor regulasi dari pemerintah 
tingkat BI RATE atau tingkat suku bunga yang distandarisasikan oleh 
pemerintah di lembaga penjamin simpanan juga ada dana yang biasa di 
jamin oleh pemerintah. misalnya 2M tingkat bi rate 7% sehingga bank 
tidak dapat menganalisa terlalu tinggi atau terlalu rendah dari ketetapan 
yang telah diatur, kemudian tingkat liquiditas bank juga mempengaruhi 
termasuk permintaan pasar yang banyak atau tidak, biasanya jika dana di 
bank sudah banyak karena banyak nasabah yang menyimpan dananya di 
bank, maka bank harus secepatnya melempar dana ini kepada 
masyarakat dalam bentuk pembiayaan, karena jika terlalu banyak tingkat 
bagi hasilnya atau di istilah perbankan INTERS RATE LETERN terdapat 
penetapannya jika tingkat simpanannya sekian, bagi hasil simpanannya 
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sekian, maka untuk bagi hasil yang bank bebankan kepada nasabah 
sekian, sehingga selalu di atas tingkat bagi hasil simpanan misalnya 
nasabah menyimpan deposito ekuivalennya 6% atau 7%, maka tingkat 
bagi hasil yang bank bebankan kepada nasabah yang melakukan 
peminjaman harus di atasnya, karena harus ada selisih untuk keuntungan 
bank. Terdapat pula faktor jangka waktu, dimana jangka waktu ini 
mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, karena nisbah 
merupakan presentasi bagian kemudian diperhitungkan dengan 
keuntungan (Profit Sharing atau Reveneu Sharing), kemudia itu semua 
dikalikan maka muncul bagi hasil masing-masing secara nominal, itu 
semua tergantung dari jangka waktu yang diambil, semakin panjang 
jangka waktunya maka tingkat nisbah yang diterima bank juga semakin 
tinggi, bagian bank akan semakin besar karena bank akan mendapatkan 
perolehan bagi hasil untuk pengembalian modal pokok dan bagi hasil 
tersebut memakan waktu, semakin lama jangka waktu maka semakin 
tinggi nisbah bagi hasil yang bank terima, begitu pula sebaliknya semakin 
cepat jangka waktunya semakin sedikit pula nisbah bagi hasil yang akan 
bank terima, karena perputannya cepat bank akan mendapatkan 
pengembalian modal maupun bagian keuntungan dengan cepat sehingga 
bank memutar kembali sehingga faktor jangka waktu sangat 
mempengaruhi.54 
                                                     
54 Syahry Hamidi, Deputi Branch Manager (DBM) pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar, (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017) 
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 Terdapat pula faktor tingkat resiko, resiko tinggi atau resiko 
rendah, pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan 
berbeda, dimana pembiayaan tanpa jaminan seperti pembiayaan-
pembiayaan yang sifatnya consumer dan pembiayaan dengan jaminan, 
misalnya modal kerja konstruksi terdapat jaminan proyek dan jaminan 
tanah, kemudian bangunan juga akan dibangun itu tingkat IRR atau 
nisbah yang akan bank terima juga relatif lebih kecil, karena walaupun 
memiliki resiko namun resikonya kecil dibandingkan resiko pembiayaan 
tanpa jaminan. Jika dilihat di dalam masyarakat, banyak penawaran 
seperti kredit tanpa agunan atau kartu kredit jika tanpa agunan pasti 
tingkat marjin atau suku bunganya atau bagi hasilnya pasti tinggi, hitungan 
mengenai tingkat suku bunga atau tingkat bagi hasil ataupun margin itu 
hitungan secara 1 tahun bukan bulanan. Misalnya tingkat margin 15% 
setahun jika dibagi perbulan 12 bulan, rata-rata suku bunga perbulan kartu 
kredit 2,9/ bulan jika di pembiayaan perbankan hanya 1% terkadang ada 
yang di bawahnya dibagi perbulan, bayangkan jika 2% saja di kali 12 
bulan sudah 24% tingkat suku bunganya. Semakin tinggi resikonya bank 
juga harus meminta nisbah bagi hasil atau margin yang lebih tinggi 
termasuk apakah jaminan yang dijaminkan gampang di cairkan atau di 
jual kembali atau tidak.  
 Terdapat pula faktor, misalnya suatu perusahaan perbankan 
karena ingin mendapatkan laba yang tinggi dan keuntungan yang besar, 
maka mereka menaikkan tingkat nisbah bagi hasil atau margin yang akan 
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diterima. meskipun sudah ada standar/parameter ataupun margin acuan, 
misalnya standar acuannya 13% tetapi karena bank menginginkan laba 
besar dan untung besar maka bank menawarkan di atas 13% misalnya 
16% itu biasa terjadi, faktornya karena menginginkan laba yang tinggi.55 
 Teknik menghitung nisbah kembali ke kesepakatan tetapi objek 
bagi hasilnya sudah di tentukan, objek bagi hasilnya darimana ingin dibagi 
sehingga ada perbedaan. Fatwa DSN No.15 tahun 2000 telah 
menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha antara para pihak boleh 
berdasarkan pada dua hal saja yaitu Profit Sharing dan Net Revenue 
Sharing, di sini di jelaskan bahwa Profit Sharing yaitu pendapatan setelah 
dikurangi modal dan biaya sehingga menjadi net profit. Net Revenue 
Sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal, hal-hal tersebut 
yang harusnya di pahami oleh pihak perbankan syariah. Dasar bagi hasil 
ada dua yaitu laba kotor atau laba bersih, dari sisi lain penentuan nisbah 
dapat menggunakan pendekatan yakni: jika bank ingin membagi hasil 
dengan nasabah maka bank harus mengetahui jumlah laba nasabah, 
karena dari situlah bank dan nasabah  akan berbagi. contoh pembagian 
yang akan di paparkan yaitu pembagian dari laba kotor karena laba bersih 
terdapat biaya  itu tidak digunakan karena dalam fatwa no.15 tahun 2000 
ditentukan bahwa “Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini 
pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net 
                                                     
55 Syahry Hamidi, Deputi Branch Manager (DBM) pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar, (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017). 
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Revenue Sharing)” tetapi jika ingin menggunakan Profit Sharing juga di 
perbolehkan tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan 
perjanjian, sehingga contoh yang akan di paparkan menggunakan net 
revenue sharing, misalnya penjualan 90 juta rupiah kemudian biaya yang 
digunakan untuk penjualan itu 50 juta rupiah berarti memiliki laba kotor 40 
juta rupiah, dari sisi bank menghitung dari base landing rate sama dengan 
expacted return, jadi bank mengeluarkan uang 50 juta rupiah bank 
Expected return sebesar 20% dari modal 50 juta rupiah. Jika bank 
mengeluarkan biaya sebesar 50 juta rupiah, dan bank ingin mendapatkan 
keuntungan pertahun sebesar 20% berarti bank berharap jika bank 
mengeluarkan 50 juta rupiah bank akan mendapatkan 10 juta rupiah, 
setelah itu ini di bandingkan dengan laba kotor, bank hanya menginginkan 
10  juta rupiah dari total uang yang di keluarkan,  pendapatan nasabah 40 
juta rupiah berarti bank hanya meminta 10 juta rupiah dari 40 juta rupiah 
pendapatan nasabah, Sehingga total keuntungan nasabah yaitu 30 juta 
rupiah.56 
 Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang 
Makassar itu tidak pas karena bank menghitung dari penjualan, jadi bank 
menghitung dari 2 sisi yaitu dari sisi syariah complay tidak sesuai dengan 
fatwa, yang kedua dari sisi perhitungan ekonomi, nasabah punya potensi 
kerugian yang lebih besar ketika penjualannya turun, berarti bank sejak 
                                                     
56 Dece Kurniadi, pakar ekonomi syariah, (wawancara pada tanggal 10 April 2017). 
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awal itu membuat nasabah dalam kondisi yang tidak aman, sehingga tidak 
bisa di katakan saling berbagi karena yang di bagi adalah keuntungannya 
bukan keseluruhannya. Alasan dari Bank BTN Syariah yaitu bank 
menghitung itu memang dari yang 90 juta rupiah, tetapi di samakan 
dengan nominal ini, nisbah yang kami inginkan tetap jumlahnya 10 juta 
rupiah sehingga jika dari 90 juta rupiah berarti  secara matimatis 
betul, tetapi jika mengalami kerugian akan hancur dikarenakan ini 
konstan, karena resiko itu berada di nasabah, sementara dalam 
prinsipnya kalau untung sama-sama untung dan jika rugi sama-sama rugi, 
tetapi jika perhitungannya seperti ini maka bank tidak ikut rugi jika terjadi 
kerugian. itulah mengapa perhitungan itu dihitung dari gros profit karena 
karakteristik mudharabah dan musyarakah itu adalah natural uncertenlly 
contrac artinya tergantung berapa keuntunggannya nasabah, dan bank 
belum bisa memastikan berapa keuntungan yang di dapatkan dan jika 
bank memastikan juga tidak biasa, oleh karena itu bank tidak sesuai 
dengan kaidah mudharabah dan musyarakah.57 
 Adapula mudharabah, yaitu sistem perdagangan dimana pemilik 
modal memberikan modalnya kepada orang dan orang itu mengelola 
modal tersebut dengan adanya perjanjian untuk membagi hasil 
keuntungan, sedangkan musyarakah artinya pemilik modal dan pengelola 
modal bersama-sama memberikan konstribusi dana dengan ketentuan 
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bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. Yang menjadi masalah disini bagaimana jika mudharabah 
dan musyarakah ini nisbahnya atau bagi hasilnya telah ditentukan oleh 
bank, sebelum mengetahui berapa hasil keuntungan yang akan di 
dapatkan nantinya artinya bank yang mengatur bagaimana 
keuntungannya. sebenarnya itu dapat dilakukan, tetapi bank harus 
memberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu dan apabila nasabah 
telah rela dan memberikan restu, karena bank telah menentukan terlebih 
dahulu dan mereka memberikan penjelasan perhitungan di depan 
nasabah dan nasabah menyetujui maka itu boleh dilakukan karena telah 
terjadi kesepakatan.58 
 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada teori penetapan 
nisbah cara penetapan bagi hasil yaitu, nisbah bagi hasil dapat dicari 
dengan memerhatikan jenis aktivitas bank syariah. Aktivitas bank syariah 
dalam memberi dan membuat hasil atau keuntungan dapat diperoleh 
dengan aktivitas (a) Funding atau pengumpulan dana dan (b) Financing 
atau penyaluran dan. Masing-masing memiliki ketentuan dan aturan 
sendiri-sendiri. 
a. Nisbah untuk Funding (Pengumpulan Dana) 
Bagi nasabah yang menginvestasi dananya di bank syariah dalam 
bentuk investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan bagi 
hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank.  
                                                     
58 Minhajuddin, ketua komisi fatwa MUI, (wawancara pada tanggal 18 mei 2017). 
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1. Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (per annual); 
2. Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya over head cost sebesar = 
4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar = 1% 
p.a (per annual); 
3. Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3% p.a. (per annual). 
4. Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan 
keuntungan)/pendapatan, atau = (5% + 3%)/15,32% = 52,2%. 
Nisbah maksimal produk untuk nasabah = 100% - nisbah 
bank = 100% - 52,2% = 47,8%. 
Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan 
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, 
utamanya untuk kontrak mudharabah muqayyadah, namun untuk kontrak 
mudharabab mutlaqah – untuk di perbankan syariah – dapat ditentukan 
oleh pihak bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui 
komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-
menawar antar shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka 
nisbah ini bervariasi, misalnya = 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, bahkan 
99 : 1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya. Para ahli fikih 
sepakat bahwa nisbah 100 : 0 tidak diperbolehkan.  
Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah 
antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah 
hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka 
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ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai 
special nisbah.  
Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar 
tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang 
ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka 
ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari 
bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.59 
b. Nisbah untuk Financing atau Pembiayaan 
Karim menyatakan bahwa, bank syariah menerapkan nisbah bagi 
hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural 
Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan 
kepastian return seperti mudharabah dan musyarakah, dengan 
mempertimbangkan dua hal, yaitu referensi marjin keuntungan dan 
perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank.60 
1. Referensi Marjin Keuntungan  
Referensi tingkat marjin keuntungan adalah penetapan marjin bagi 
hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari 
Tim Asset and Liabilities Committee (ALCO) dengan 
mempertimbangkan kriteria berikut: 
a. Direct Competitor Market Rate (DCMR) 
Tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau 
tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 
                                                     
59 Muhammad,Op.cit, hlm.54 
60 op.cit, hlm.55 
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ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau tingkat marjin 
keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan sebagai 
pesaing langsung terdekat.  
b. Indirect Competitor Market Rate (ICMR) 
Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau 
tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang 
ditetapkan ALCO sebagai pesaing tidak langsung, tingkat suku 
bunga bank konvensional tertentu yang ditetapkan sebagai 
pesaing tidak langsung terdekat. 
c. Expected Competitive Return for Investor (ECRI) 
Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan 
kepada nasabah pihak ketiga (investor). 
d. Acquiring Cost  
Biaya yang dikeluarkan oleh bank dan langsung terkait dengan 
upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 
e. Overhead Cost 
Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait 
dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.  
2. Perkiraan Tingkat Keuntungan Usaha yang Dibiayai 
Perkiraan tingkat keuntungan usaha dihitung dengan 
mempetimbangkan kriteria berikut ini: 
a. Perkiraan Penjualan  
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Terdiri dari perkiraan volume penjualan setiap bulan atau 
transaksi, frekuensi penjualan setiap bulan, fluktuasi harga 
penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan, 
dan marjin keuntungan setiap transaksi. 
b. Lama Cash to Cash Cycle 
Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash 
kembali atau jumlah hari antara arus kas keluar pertama 
dengan arus kas masuk berikutnya yang melibatkan antara lain: 
lamanya persediaan, lamanya proses barang, dan lamanya 
piutang dagang. Cash to Cash Cycle disebut juga dengan Cash 
Conversion Cycle. 
c. Perkiraan Biaya Langsung 
Merupakan perkiraan biaya-biaya yang langsung berhubungan 
dengan kegiatan penjualan, seperti biaya pengangkutan, biaya 
pengemasan, dan biaya lain yang termasuk ke dalam Cost of 
Goods Sold (COGS). 
d. Perkiraan Biaya Tidak Langsung 
Merupakan perkiraan biaya-biaya yang tidak langsung 
berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa 
kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang termasuk 
ke dalam Overhead Cost (OHC). 
e. Delayed Factor  
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Delayed factor adalah waktu yang ditambahkan pada cash to cash 
cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari 
mudharib kepada bank.61 
 Berdasarkan pertimbangan referensi tingkat marjin keuntungan dan 
perkiraan usaha mudharib, Karim membagi metode penentuan nisbah 
bagi hasil pembiayaan menjadi tiga bagian, yaitu Penentuan Nisbah Bagi 
Hasil Keuntungan, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan, dan 
Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan. Selain metode di atas, menurut 
Siagian, nisbah bagi hasil dapat dihitung berdasarkan pendekatan Tawar-
Menawar.62 
a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan 
Menurut Karim, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank 
ditentukan dengan cara membagi perkiraan keuntungan usaha 
mudharib dengan referensi tingkat marjin keuntungan. Maka, 
nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah seratus persen dikurangi 
dengan nisbah bagi hasil bagi bank.  
b. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan 
Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara 
membagi perkiraan pendapatan (perkiraan tingkat keuntungan 
tanpa mempertimbangkan biaya overhead) dengan referensi 
tingkat keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 
seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank.   
                                                     
61 muhamadOp.cit, hlm.56 
62 muhamadOp.cit, hlm. 58 
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c. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan 
Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara 
membagi perkiraan penerimaan penjualan (perkiraan tingkat 
keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya langsung dan biaya 
overhead) dengan perkiraan pendapatan dan referensi tingkat 
keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 
seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank. 
d. Pendekatan Tawar-Menawar 
Menurut pendekatan ini, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang 
diisyaratkan oleh bank dan disetujui mudharib, semakin besar 
kesediaan bank untuk membiayai proyek tersebut. Sebaliknya 
untuk mudharib, semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diisyaratkan 
oleh bank, semakin sulit kesediaan mudharib untuk menerima dana 
dari bank, begitu pula sebaliknya. 63  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
63 Muhamad,Op.cit, 60 
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B. Penetapan Rasio Nisbah Bagi Hasil Pada Bank BTN Syariah 
Cabang Makassar Menurut Pandangan Fatwa DSN Nomor 
15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam 
Lembaga Keuangan Syariah  
 
Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang 
Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, telah 
jelas ditentukan bahwa bagi hasil hanya boleh menggunakan prinsip bagi 
hasil (net revenue sharing) maupun bagi Untung (profit sharing), dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabah. Dilihat dari segi 
kemaslahatannya saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan 
prinsip bagi hasil atau net revenue sharing, serta penetapan prinsip 
pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.  
 Bank BTN secara umum menggunakan sistem revenue sharing,  
dimana nisbah yang diperoleh Bank BTN Syariah misalnya 10% nisbah 
bank dan 90% nisbah nasabah dari keuntungan. Revenue sharing dari 
total pendapatan penjualan, nisbah yang dihasilkan oleh nasabah lebih 
besar karena modal pokok nasabah di awal lebih besar dari modal pokok 
bank. Revenue sharing dari pendapatan penjualan misalnya dari 1 unit 
rumah ada HPP (harga pokok pembelian) kemudian ada harga jual 
rumah, misalnya rumah tersebut adalah rumah subsidi dan memiliki harga 
130 juta rupiah, rumah tersebut memiliki modal tanah dan bangunan atau 
konstruksinya beserta sarana dan prasarananya dan misalnya HPP di 
rumah tersebut 80 juta rupiah, akan tetapi dijual dengan harga 130 juta 
rupiah berarti selisi untungnya adalah 50 juta rupiah  yang di maksud 
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revenue sharing itu dari harga penjualan yaitu dari 130 juta rupiah, Bank 
BTN Syariah menggunakan prinsip tersebut akan tetapi nisbahnya kecil 
jadi bank dan nasabah biasanya bank rata-rata waktunya 1 tahun atau 2 
tahun, rata-rata nisbahnya sekitar 5% bank dapat meminta nisbah lebih 
dari 5%. Revenue sharing dari pendapatan total dari penjualan yaitu 5% 
dari 130 juta rupiah, jadi bank menerima kurang lebih 6.5 juta rupiah untuk 
1 unit rumah sementara untuk nasabah menerima kurang lebih 123 juta 
rupiah.64 
 Semua perbankan syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah 
yang memiliki tugas untuk menerapkan konsep-konsep syariah. Dewan 
Pengawas Syariah tersebut mengacu pada Dewan Syariah Nasional yang 
berada di atasnya di mana Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas 
untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah 
Nasional ini seluruh produk yang di tawarkan kepada masyarakat selaku 
nasabah harus dikaji terlebih dahulu oleh dewan pengawas syariah, 
dewan pengawas syariah yang mengawasi jalannya oprasional perbankan 
termasuk menganalisa dan menilai dari beberapa aspek yaitu aspek 
bisnisnya, dan juga aspek syariahnya dimana dua hal ini sangat penting. 
Dalam menentukan produk-produk perbankan dewan pengawas syariah 
tidak boleh terlepas dari fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah 
Nasional.  
                                                     
64 Syahry Hamidi, Deputi Branch Manager (DBM) pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar, (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017). 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional sama seperti Undang-Undang 
dimana dalam fatwa berisi kompilasi ketentuan peraturan ataupun syarat-
syarat. Dari kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional ini tentu di 
bawahnya Dewan Pengawas Syariah yang membawahi Dewan Syariah 
Nasional di sini sebagai konsultan perbankan syariah ini setiap bank 
syariah mengeluarkan suatu produk maka produk ini akan dianalisis, 
diteliti, maupun dilihat apakah mengacu kepada Dewan Syariah Nasional 
yang muncul dalam fatwa. Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah 
dilegalkan dan diakui sebagai ketentuan Undang-Undang di dalam 
transaksi muamalah syariah, dan Dewan Pengawas Syariah tidak boleh 
bertentangan dengan fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah 
Nasional, Namun umumnya Dewan Pengawas Syariah akan 
mengkreasikan masing-masing produk perbankan yang dikeluarkan oleh 
bank syariah jika dewan pengawas syariah merasa produk yang 
ditawarkan tidak bertentangan dengan fatwa dan memiliki kemaslahatan 
untuk masyarakat maka produk perbankan syariah tersebut boleh untuk 
dikeluarkan. Rata-rata bank syariah memiliki 3 atau 4 dewan pengawas 
syariah.65 
 Sebagian kalangan menganggap bahwa fatwa Dewan Syariah 
Nasional bukan merupakan hukum positif, namun demikian jika kita 
melihat Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dan POJK ( Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan) serta SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa 
                                                     
65 Syahry Hamidi, Deputi Branch Manager (DBM) pada Bank BTN Syariah cabang 
Makassar, (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017). 
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Keuangan)  semua di dalamnya itu memasukkan fatwa Dewan Syariah 
Nasional sebagai rujukan atau sumber. Dengan demikian Fatwa Dewan 
Syariah Nasional  sudah masuk ke dalam pranata hukum positif, dengan 
demikian semua bank syariah harus mengikuti fatwa Dewan Syariah 
Nasional bukan semata-mata mengikuti fatwanya tetapi karena sudah 
masuk ke dalam Undang-Undang dan POJK, SEOJK membuat dia 
menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. Jika melihat hukum yang 
digunakan sebagai pedoman dalam perbankan syariah yang pertama 
harus diperhatikan yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 dan POJK 
dari kedua itu di dalamnya terdapat rujukan tentang fatwa sehingga jika di 
tanyakan ikut yang mana dua-duanya ikut karena fatwa itu tadi yang 
merupakan intisari dari ketentuan syariah itu masuk kedalam Undang-
Undang atau peraturan hukum positif sehingga keduanya sama66. 
Jika terjadi permasalahan hukum antara bank syariah dan nasabah 
maka proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan di pengadilan 
agama, karena semenjak Undang-Undang Peradilan Agama diberlakukan 
instruksinya dilakukan di peradilan agama kompetensi absolutnya berada 
di pengadilan agama karena pengadilan negeri tidak dapat menerima, 
walaupun jika pengadilan negeri menerima nasabah dapat menolak 
karena pengadilan negeri tidak berhak. Ada yang di jadikan dasar oleh 
para hakim di pengadilan agama yaitu KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi 
Syariah) PERMA ini dikhususkan oleh MA untuk lingkup pengadilan, 
                                                     
66 Dece Kurniadi, pakar ekonomi syariah, (wawancara pada tanggal 10 April 2017). 
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digunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam komplikasi ekonomi 
syariah sehingga hakim pada saat memutus, diantaranya yang 
membedakan dengan hukum positif adalah kalau hukum positif hanya 
terdapat peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan 
sedangkan di pengadilan agama memiliki syariat islam dan jika syariat 
islamnya tidak terpenuhi maka akadnya dianggap tidak sah. Jika akad 
mudharabah dan musyarakah dianggap tidak sah maka status uang 
tersebut akan berubah yang awalnya adalah investasi kemudian dianggap 
sebagai utang piutang tetapi tidak boleh ada tambahan apapun.67 
 Secara umum fatwa itu adalah nasehat hukum, dalam Islam 
usulan dasar hukum adalah Al-Quran, Hadis, Ijmah dan Qiyas. Komisi 
fatwa di dalam menetapkan fatwa selalu berdasar pada Al-Quran jika tidak 
ada di dalam Al-Quran, lalu ke Hadis jika tidak ada mungkin ke Ijm'a atau 
kesepakatan ulama dan jika tidak ada lalu pindah ke Qiyas yang artinya 
mempersamakan suatu hukum yang dasarnya telah ada di dalam Al-
Quran dengan sesuatu yang belum ada. Fatwa sendiri selain 
berlandasakan kepada Al-Quran juga berlandaskan kepada peraturan 
pemerintah seperti Undang-Undang, di dalam mengeluarkan fatwa MUI 
memiliki komisi fatwa yang bila mana MUI akan mengeluarkan fatwa, MUI 
akan melaksanakan sidang dimana semua anggota membahas hal yang 
akan di jadikan fatwa di singkronkan satu sama lain. Di dalam bank 
                                                     
67 Dece Kurniadi, pakar ekonomi syariah, (wawancara pada tanggal 10 April 2017). 
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syariah telah terdapat dewan pengawas syariah, daimana dewan 
pengawas syariah ini memiliki tugas untuk mengawasi Bank syariah68. 
 Pada dasarnya fatwa itu tidak mengikat masyarakat tetapi yang 
terikat oleh fatwa yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian, 
fatwa sendiri telah menjadi hukum positif di Indonesia karena berdirinya 
Dewan Syariah Nasonal telah diatur oleh Undang-Undang BI, untuk 
berdirinya bank syariah harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku. 
Bank syariah sama dengan bank lainnya dimana dasar pengelolaanya 
harus tunduk dengan Undang-Undang BI, Undang-Undang Perbankan dll, 
sehingga telah berlaku positif karena tidak bisa terlaksana dan berjalan 
jika tidak tunduk pada Undang-Undang selalu ada pengawasan, baik dari 
Bank Indonesia maupun dari dewan syaria nasional. Jika terjadi 
persengketaan antara nasabah dan bank langkah pertama yang akan di 
tempuh yaitu melalui badan arbitrase syariah dan jika tidak dapat 
diselesaikan melalui jalan arbitrase maka akan di masukkan dan di proses 
melalui pengadilan, sedangkan sanksi yang akan di dapatkan itu 
tergantung dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan mulai dari teguran 
hingga pencabutan izin oprasional69. 
 Pada kenyataannya, Bank BTN Syariah Cabang Makassar 
menentukan Nisbah bagi hasilnya dari harga Jual per unit, yang jelas 
                                                     
68 Minhajuddin, ketua komisi fatwa MUI, (wawancara pada tanggal 18 mei 2017). 
 
69 Ibid,hlm.95 
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berbeda dengan pernyaataan yang telah diberikan oleh Bank BTN Syariah 
Cabang Makassar sebelumnya di atas, bahwa Bank BTN Syariah cabang 
Makassar menentukan nisbah bagi hasilnya dari Revenue Sharing. 
Sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah Cabang 
Makassar tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis kemukakan pada bab 
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Pembiayaan dari prinsip nisbah bagi hasil, yang terdiri dari 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank BTN Syariah 
cabang Makassar, menumbulkan dampak diantaranya yaitu terjadi 
kerugian atau keuntungan yang diperoleh nasabah menjadi 
berkurang, yang disebabkan oleh pembagian bagi hasil dari harga 
jual per unit. Apabila pembagian bagi hasil dari harga jual per unit, 
terdapat modal nasabah yang seharusnya dikeluarkan terlebih 
dahulu sehingga diperoleh keuntungan atau pendapatan. 
2. Aturan yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah cabang Makassar 
belum sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Dewan Syariah 
Nasional, yang seharusnya berpedoman pada prinsip Distribusi 
Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Fatwa No.15/DSN-
MUI/ IX/2000. Bank BTN Syariah cabang Makassar dan nasabah, 
dapat memilih hasil usaha diantaranya para pihak (mitra) dalam 
suatu bentuk usaha kerjasama, boleh di dasarkan: pada prinsip 
bagi untung (profit sharing) yakni bagi hasil yang dihitung dari 
pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya-biaya, 
dan pada prinsip bagi hasil (net revenue sharing) yakni bagi hasil 
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yang dihitung dari pendepatan setelah di kurangi modal (ra’su al-
mal). 
 
B. SARAN 
1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
proses penetapan dan perhitungan nisbah bagi hasil sehingga 
kedepannya baik bank dan nasabah akan menjalin tingkat 
kepercayaan yang lebih baik lagi. 
2. Bank BTN syariah perlu untuk menambah SDM yang 
memahami Bank Syariah secara keseluruhan dan melakukan 
pelatihan kepada karyawannya sehingga dapat 
mengembangkan produk-produk dari Bank BTN yang mudah 
dipahami oleh masyarakat. 
3. Bank BTN Syariah sebaiknya menyesuaikan pembagian nisbah 
bagi hasil berdasarkan keuntungan yang dihasilkan atau 
diperoleh dari usaha yang dilakukan sesuai dengan porsi 
masing-masing. 
4. Aturan yang diterapkan oleh management Bank BTN Syariah 
harus disesuaikan dengan fatwa DSN. 
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